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Abstrak 

Transformasi digital holistik telah menjadi elemen strategis dalam reformasi layanan publik yang adaptif 

dan berorientasi pada efisiensi kelembagaan. Studi ini mengkaji implementasi integratif teknologi digital 

di Jasa Raharja melalui penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Human Resource 

Information System (HRIS), serta manajemen data berbasis teknologi blockchain dan big data analytics. 

Strategi digitalisasi ini tidak hanya memperkuat efisiensi internal melalui otomatisasi proses bisnis dan 

manajemen sumber daya manusia, tetapi juga mendukung sinkronisasi data lintas lembaga dalam 

penyusunan database kendaraan bermotor nasional, manajemen data kecelakaan lalu lintas, dan 

penanganan klaim asuransi. Integrasi sistem DASI-JR, IRSMS, dan DORS telah mempercepat proses 

diseminasi informasi dan klaim, serta meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat secara signifikan. 

Dengan pendekatan sistemik dan berbasis data, transformasi ini berkontribusi pada terciptanya tata 

kelola publik yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa 

digitalisasi berbasis ekosistem dan kolaborasi multi-stakeholder merupakan prasyarat utama dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan inklusif. 

Kata Kunci: Transformasi Digital, Layanan Publik, Integrasi Data 
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Abstract 

istic digital reform transformation has become a strategic element in adaptive public services that focus 

on institutional efficiency. This study examines the application of integrative digital technology in Jasa 

Raharja through the implementation of the Enterprise Resource Planning (ERP) system, Human Resource 

Information System (HRIS), and data management based on blockchain technology and big data 

analytics. This digitalization strategy not only strengthens internal efficiency through automation of 

business processes and human resource management sources, but also supports cross-agency data 

synchronization in computing the national motor vehicle database, traffic accident data management, 

and insurance claim handling. The integration of the DASI-JR, IRSMS, and DORS systems has accelerated 

the process of disseminating information and claims, and significantly increased public tax compliance. 

With a systemic and data-based approach, this transformation contributes to the creation of more 

accountable, transparent, and participatory public governance. These findings indicate that ecosystem-

based digitalization and multi-stakeholder collaboration are the main manifestations in realizing 

responsive and inclusive public services. 

Keywords: Digital Transformation, Public Services, Data Integration 

 

PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah membawa perubahan besar di berbagai sektor. Platform 

digital, misalnya, telah memungkinkan industri berkembang tanpa batasan geografis, 

menciptakan strategi bisnis baru (Burgelman & Grove, 2007). Seiring dengan semakin 

terintegrasinya teknologi dalam produk dan layanan, hubungan antara teknologi digital dan 

infrastruktur TI menjadi semakin sulit dipisahkan (El Sawy, 2003; Orlikowski, 2009). Berger 

dan Ofek (1995), serta Lang dan Stulz (1994), menekankan bahwa ruang lingkup perusahaan 

dan logika diversifikasinya mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan manajemen strategis 

membantu memaksimalkan kompetensi inti dan sumber daya untuk memperluas jangkauan 

produk dan pasar (Amit & Schoemaker, 1993; Barney, 1991). 

Salah satu dampak transformasi digital adalah percepatan inovasi yang didorong oleh 

pembelajaran mesin, yang mempercepat perubahan dalam ekonomi berbasis data (Ciuriak, 

2018). Meski demikian, Ciuriak (2018) dan Autor (2017) mengingatkan bahwa transformasi 

digital bisa menimbulkan kegagalan pasar atau sosial jika tidak dikelola dengan hati-hati. 

Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, seperti yang terlihat di Tiongkok, di 

mana ekonomi digital tumbuh pesat antara tahun 2017 dan 2022, berkontribusi 41,5% 

terhadap PDB (Akademi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tiongkok, 2023). 

Di India, digitalisasi dimulai sejak 2009 melalui berbagai inisiatif seperti identitas digital 

dan infrastruktur pembayaran digital (Digital India, 2023). Transformasi digital juga 
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berpengaruh besar pada pengambilan keputusan dan model bisnis perusahaan (Kohtamäki 

et al., 2019), meningkatkan efisiensi operasional (Lebbecke & Picot, 2015) dan memfasilitasi 

aliran informasi antar organisasi (Wu et al., 2021). Horvitz et al. (1988) menekankan bahwa 

integrasi big data dan kecerdasan buatan dapat mendukung pengambilan keputusan yang 

lebih tepat. 

Birokrasi pemerintahan juga terkena dampak transformasi digital, di mana struktur 

hirarkis yang dulu digunakan kini menjadi lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak 

pihak (Scupola & Mergel, 2022). Transformasi digital di pemerintahan memerlukan 

pendekatan holistik yang melibatkan revisi kebijakan, proses terkini, serta penciptaan 

layanan digital baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna (Mergel, 2019). Hinings et al. 

(2018) mengungkapkan bahwa perumusan visi strategis pada tingkat kelembagaan sangat 

penting dalam kesuksesan transformasi digital. 

Jasa Raharja sebagai BUMN di Indonesia mengimplementasikan transformasi digital 

secara holistik dengan bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Kementerian Dalam Negeri. 

Integrasi sistem di 38 provinsi yang mendukung kebijakan berbasis data, serta penerapan 

big data analytics, meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak kendaraan (Mergel, 

2019). Transformasi digital ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik melalui 

integrasi sistem ERP, HRIS, dan manajemen data. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kasus untuk mengkaji implementasi transformasi digital di Jasa Raharja. Menurut Creswell 

(2014), pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konteks dan dinamika fenomena yang sedang diteliti. Data dikumpulkan melalui analisis 

dokumen internal seperti laporan kinerja dan SOP integrasi sistem, yang memberikan 

informasi tentang prosedur dan hasil yang telah dicapai. Yin (2018) mengungkapkan bahwa 

analisis dokumen internal dapat memberikan wawasan objektif mengenai penerapan 

kebijakan dan keputusan dalam organisasi. 

Selain itu, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan 

seperti manajemen Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan Kemendagri, guna menggali 

pandangan mereka mengenai implementasi digitalisasi. Kvale (1996) menjelaskan bahwa 

wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih 

mendalam dan fleksibel, memberikan ruang bagi partisipan untuk berbagi pengalaman 

secara terbuka. Studi literatur juga digunakan untuk memahami kebijakan digitalisasi sektor 
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publik serta keselarasan implementasi dengan regulasi yang ada, seperti UU No. 22/2009 

dan PP No. 71/2019. Tapscott (2016) menekankan bahwa regulasi yang mendukung sangat 

penting dalam proses transformasi digital di sektor publik untuk mencapai hasil yang 

optimal. 

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi, yaitu membandingkan temuan 

lapangan dengan regulasi yang berlaku serta teori-teori transformasi digital (Bharadwaj et 

al., 2013; Tapscott, 2016). Triangulasi bertujuan meningkatkan validitas temuan dengan 

memverifikasi hasil dari berbagai sumber data. Denzin (1978) menyatakan bahwa triangulasi 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh temuan yang lebih sahih dengan 

membandingkan berbagai perspektif. 

Evaluasi dampak implementasi transformasi digital diukur dengan menggunakan 

parameter kuantitatif seperti waktu penyelesaian klaim santunan, peningkatan kepatuhan 

pajak kendaraan, dan akurasi database terintegrasi. Westerman et al. (2011) berpendapat 

bahwa indikator kuantitatif ini dapat menunjukkan sejauh mana transformasi digital berhasil 

meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Pengukuran ini sejalan dengan teori 

transformasi digital yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat mempercepat proses bisnis 

dan meningkatkan kualitas layanan publik. 

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif 

mengenai dampak transformasi digital di sektor publik, khususnya di Jasa Raharja, dan 

memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut di sektor ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fitzgerald dkk. (2014) dan Liere-Netheler dkk. (2018) mendefinisikan transformasi 

digital sebagai adopsi teknologi digital baru—seperti media sosial, perangkat seluler, 

analitik, dan sistem tertanam—untuk mencapai peningkatan bisnis yang signifikan, 

termasuk pengalaman pelanggan yang ditingkatkan, operasi yang efisien, dan penciptaan 

model bisnis baru. Berghaus dan Back (2016) berpendapat bahwa transformasi digital 

mencakup digitalisasi proses yang ditujukan untuk efisiensi dan inovasi digital yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan produk fisik yang ada. Horlach dkk. (2017) menegaskan 

bahwa transformasi digital mencakup digitalisasi saluran penjualan dan komunikasi, serta 

digitalisasi produk perusahaan (barang dan jasa), yang menggantikan atau meningkatkan 

barang fisik. Meskipun definisi transformasi digital bervariasi di antara akademisi, ada 

elemen yang sama. Transformasi digital secara konsisten melibatkan pemanfaatan teknologi 

digital, termasuk media sosial, perangkat seluler, analitik, dan sistem tertanam (Matt dkk., 
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2015; Singh & Hess, 2017). Transformasi digital perusahaan mengacu pada integrasi 

menyeluruh berbagai komponen perusahaan dengan teknologi digital, yang 

menggabungkan teknologi ini ke dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, produksi, 

penjualan, dan manajemen (Ni, 2021; Vial, 2019). Penerapan teknologi ini meningkatkan 

kapasitas perusahaan untuk memperoleh, memproses, menganalisis, dan memanfaatkan 

informasi. Pertukaran informasi ini menghilangkan hambatan komunikasi sebelumnya, 

meningkatkan nilai bisnis, dan menumbuhkan daya saing inti (Kao et al., 2024; Leng & 

Zhang, 2024). 

Penyusunan Database Kendaraan Bermotor 

Ketidakakuratan data kendaraan bermotor dapat berdampak negatif terhadap 

kebijakan pemerintah, seperti perencanaan transportasi, penegakan hukum, dan jaminan 

asuransi, serta berpotensi merugikan penerimaan pajak negara. Selama bertahun-tahun, 

pengelolaan data kendaraan yang terpisah-pisah di berbagai instansi menyebabkan tidak 

adanya data tunggal yang valid, dengan Korlantas Polri, Kemendagri, dan Jasa Raharja 

mencatat angka yang berbeda. Hal ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kepatuhan 

pemilik kendaraan dalam membayar pajak, yang berujung pada hilangnya potensi 

penerimaan negara. 

Untuk mengatasi masalah ini, Jasa Raharja berkolaborasi dengan Korlantas Polri dan 

Kemendagri untuk mengintegrasikan data kendaraan bermotor dari 38 provinsi, 34 polda, 

508 polres, dan 1.062 polsek. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan database kendaraan 

bermotor nasional yang akurat, memfasilitasi akses real-time antarinstansi dan transparansi 

bagi publik. 

Ken Steif (2021) mengemukakan bahwa ketidakakuratan data publik menghambat 

efisiensi kebijakan, dan data terintegrasi memungkinkan lembaga pemerintah bekerja lebih 

sinergis. Infrastruktur data yang tidak terkoordinasi seringkali mengganggu penegakan 

hukum dan menurunkan efektivitas layanan transportasi. Menurut Steif, sistem yang 

terkoordinasi membantu penegakan kebijakan, terutama di sektor perpajakan dan 

transportasi. 

Don dan Alex Tapscott (2016) menjelaskan bagaimana teknologi blockchain dapat 

menciptakan sistem data yang transparan dan aman. Blockchain memungkinkan data 

dibagikan secara real-time, memastikan konsistensi data kendaraan, yang sangat berguna 

untuk pencatatan pajak dan riwayat kepemilikan. 



Copyright @ Rivan Achmad Purwantono 

Icek Ajzen (1991) menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh akses 

informasi yang mudah terkait kepemilikan kendaraan dan riwayat pajak. Akses digital 

terhadap data pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dalam 

peningkatan tingkat kepatuhan di Amerika Serikat setelah penerapan akses digital. 

Tantangan utama dalam integrasi data adalah perbedaan standar pengelolaan data 

antarinstansi, yang menyebabkan ketidaksesuaian data. Selain itu, keterbatasan sumber 

daya manusia yang memahami teknologi blockchain dan big data menjadi kendala. Namun, 

peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak sangat besar 

dengan sistem data kendaraan yang terintegrasi. 

Beberapa dasar hukum yang mendukung integrasi data kendaraan bermotor adalah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: pertama, memperkuat regulasi 

perlindungan data pribadi; kedua, implementasi teknologi blockchain dan big data secara 

menyeluruh untuk memastikan keakuratan data; ketiga, edukasi masyarakat mengenai 

pentingnya kepatuhan pajak kendaraan; dan keempat, penyempurnaan sistem single data 

entry untuk mencegah duplikasi data dan memastikan tata kelola yang baik. 

Integrasi data kendaraan bermotor nasional berpotensi mengubah kebijakan publik, 

meningkatkan kepatuhan pajak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan akses 

yang lebih mudah dan cepat. Program ini juga membantu Jasa Raharja meningkatkan 

efisiensi operasional, memperbaiki pengelolaan klaim asuransi, dan memberikan 

perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat. Pada 2022, tingkat kepatuhan pajak 

kendaraan meningkat menjadi 53,63% berkat sistem data yang terintegrasi. 

Intregasi Sistem DASI – Jasa Raharja, IRSMS dan DORS 

Indonesia mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor sekitar 4% per tahun, 

sementara panjang jalan hanya tumbuh 6% dan populasi bertambah 1,1%. Pertumbuhan ini 

meningkatkan kepadatan lalu lintas dan risiko kecelakaan. Data Jasa Raharja menunjukkan 

bahwa 77% kecelakaan melibatkan sepeda motor dan 40% dari penerima santunan adalah 

usia produktif (26–55 tahun), yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi 

keluarga korban. Dalam rangka mendukung amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jasa Raharja mengintegrasikan sistem DASI-

JR (Data Sistem Informasi Jasa Raharja), IRSMS (Integrated Road Safety Management 
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System), dan DORS (Daily Operational Reporting System) untuk memperbaiki pengelolaan 

data kecelakaan. 

Integrasi data dalam sektor publik, khususnya untuk layanan darurat, dapat 

mempercepat respons dan meningkatkan kualitas pelayanan. Townsend (2013) menjelaskan 

bahwa integrasi data di sektor publik, terutama dalam konteks kota pintar, mempercepat 

respons layanan darurat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, teknologi 

blockchain dan big data menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan transparansi 

data. Mougayar (2016) menguraikan bagaimana blockchain dapat meningkatkan keamanan 

dan transparansi data yang terintegrasi. 

Tantangan utama dari integrasi ini adalah perbedaan format dan protokol data 

antarinstansi, yang memerlukan adaptasi teknis. Selain itu, infrastruktur teknologi yang 

memadai menjadi faktor penting untuk memastikan kesinambungan sistem ini. Meskipun 

demikian, integrasi data memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan 

publik, menganalisis pola kecelakaan, dan mendukung kebijakan lalu lintas yang lebih 

efektif. 

Dasar hukum yang mendukung integrasi data ini termasuk Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. IRSMS merupakan 

sistem yang mendukung pengumpulan dan pemanfaatan data kecelakaan lalu lintas untuk 

kebijakan keselamatan jalan. 

Rekomendasi yang diajukan meliputi: perlunya peraturan yang mengatur hak akses 

data antar instansi, perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas infrastruktur 

teknologi, pelatihan SDM di Jasa Raharja/Korlantas Polri, serta sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai pentingnya data yang terintegrasi. 

Hasil dari implementasi sistem ini menunjukkan efisiensi signifikan: klaim kecelakaan 

yang sebelumnya memakan waktu hingga 7 hari kini dapat diselesaikan dalam rata-rata 12 

menit 23 detik, dan klaim meninggal dunia yang dulunya memakan waktu lebih dari 1 hari 

kini dapat selesai dalam 1 hari 9 jam. Integrasi sistem ini memungkinkan penanganan klaim 

yang lebih cepat dan mengurangi beban administrasi bagi masyarakat. 

Manajemen Data Demografi Kecelakaan Lalu Lintas 

Berdasarkan data hingga September 2024, jumlah kecelakaan di Indonesia mencapai 

101.904 kasus, dengan korban jiwa sebanyak 105.811, di mana hampir 40 persen berasal dari 
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usia produktif. Merespons tantangan ini, Jasa Raharja sebagai BUMN yang memiliki mandat 

perlindungan dasar bagi masyarakat, mengambil peran preventif dalam menekan angka 

kecelakaan. 

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian jiwa tetapi juga 

berdampak besar pada perekonomian. Berdasarkan data dari Jasa Raharja hingga 

September 2024, tercatat ada 101.904 kecelakaan dengan jumlah korban mencapai 105.811 

jiwa. Dari jumlah tersebut, 39,42 persen korban adalah mereka yang berusia produktif (25-

55 tahun). Kelompok usia ini adalah tulang punggung perekonomian keluarga, sehingga 

kehilangan mereka karena kecelakaan lalu lintas berdampak langsung pada ekonomi 

keluarga dan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2024, jumlah 

kendaraan di Indonesia mencapai lebih dari 164 juta unit. Sebagian besar kendaraan 

tersebut adalah sepeda motor, yang mencapai lebih dari 83 persen. Pertumbuhan jumlah 

kendaraan ini sejalan dengan peningkatan kepadatan lalu lintas, yang pada akhirnya 

meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. 

Menurut Greg Stanisci dan Fraser Moffatt (2024), analisis ini dapat meningkatkan 

efisiensi layanan keselamatan publik dengan mengidentifikasi pola kecelakaan dan area 

berisiko tinggi. Pemetaan titik rawan kecelakaan dan distribusi informasi terkait kepada 

masyarakat adalah langkah preventif yang efektif untuk meningkatkan kewaspadaan. 

Dengan mengetahui area berisiko tinggi, pengendara dapat mengambil tindakan 

pencegahan saat melintas di wilayah tersebut, membantu menekan angka kecelakaan (Jasa 

Raharja, 2024). 

Tantangan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

keselamatan berkendara. Banyak pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan 

mengabaikan faktor keselamatan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. 

Pemanfaatan teknologi dan integrasi data kecelakaan dapat memberikan solusi 

preventif yang efektif. Teknologi seperti aplikasi berbasis peta dan sistem informasi 

terintegrasi dapat memberikan peringatan dini kepada pengendara dan membantu pihak 

terkait dalam mengambil langkah-langkah preventif. Kolaborasi dengan sektor swasta, 

seperti kerja sama Jasa Raharja dengan Google Indonesia, dapat memperluas jangkauan 

informasi keselamatan kepada masyarakat. Kolaborasi ini juga dapat mendukung 

pengembangan teknologi dan inovasi dalam upaya pencegahan kecelakaan. 

Payung hukum yang berlaku selain Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009, juga 

termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015, pengelolaan data 

keselamatan lalu lintas perlu dilakukan secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas 
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penanganan kecelakaan. IRSMS, sebagai inisiatif Korlantas Polri, dibentuk untuk memenuhi 

ketentuan ini dengan menyediakan data kecelakaan secara real-time yang mendukung 

pengambilan keputusan. Global Plan for the Decade of Action for Road Safety yang 

dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 2013, yang mengamanatkan peningkatan keselamatan lalu lintas dengan 

berbasis data kecelakaan yang akurat dan terintegrasi. 

Rekomendasi yang didapat yakni perlunya peningkatan edukasi bagi masyarakat 

tentang keselamatan berkendara, penguatan dan perbaikan infrastruktur jalan di titik rawan 

kecelakaan lalu lintas, penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis peta untuk peringatan 

dini yang perlu terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya.  

Dampak positifnya, antara lain, terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebesar 7,84% 

pada periode September 2024 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu 

sejalan dengan penurunan nominal santunan Jasa Raharja sebesar 1,71% di periode yang 

sama. Integrasi data demografi dengan sistem IRSMS dan DASI-JR meminimalkan 

hambatan administratif, mempercepat proses klaim, dan memastikan santunan bagi korban 

kecelakaan disalurkan secara efisien.  

Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) dan Sistem Manajemen Dokumen Digital 

(SMDD) 

Jasa Raharja telah mengembangkan dua sistem digital, yaitu Enterprise Resource 

Planning (ERP) dan Sistem Manajemen Dokumen Digital (SMDD), sebagai langkah untuk 

meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data perusahaan. ERP mendukung 

pengelolaan keuangan dan pelaporan hasil usaha secara real-time, sedangkan SMDD 

memfasilitasi pengelolaan dokumen terkait transaksi dan klaim. Kedua sistem ini 

menunjukkan komitmen Jasa Raharja dalam mendukung kebijakan nasional terkait 

transformasi digital, sekaligus meningkatkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan 

transparan.  

Menurut Bharadwaj et al. (2013), sistem manajemen dokumen digital seperti yang 

diterapkan Jasa Raharja, memungkinkan pengelolaan data dan dokumen yang cepat dan 

akurat, mendukung transformasi digital di sektor publik. 

Mougayar (2016) menguraikan pentingnya ERP dalam data keuangan agar dapat 

diakses secara real-time. Bagi instansi publik seperti Jasa Raharja, akses real-time ini penting 

dalam pengambilan keputusan yang responsif dan berbasis data. Menurut Stanisci dan 
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Moffatt (2024), pemetaan titik rawan kecelakaan menjadi sebuah keniscayaan untuk 

menyusun kebijakan preventif yang lebih tepat sasaran. 

Implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan Sistem Manajemen 

Dokumen Digital (SMDD) di Jasa Raharja menawarkan beragam peluang, sekaligus 

menghadirkan tantangan dalam transformasi digital perusahaan. Di satu sisi, digitalisasi 

melalui ERP dan SMDD membuka peluang besar dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan data, baik dalam hal pelaporan keuangan maupun manajemen dokumen. 

Dengan adanya ERP, akses terhadap data keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan real-

time, memungkinkan Jasa Raharja untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan 

yang berbasis data, sejalan dengan yang disampaikan Mougayar (2016). 

Namun, di balik tantangan ini, ada peluang bagi Jasa Raharja untuk menjadi pelopor 

dalam digitalisasi layanan publik, mendukung kebijakan nasional dalam transformasi digital, 

dan memperkuat peran negara dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan 

aman. Adopsi teknologi blockchain dalam SMDD, misalnya, menawarkan jaminan 

keamanan data pribadi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam manajemen 

dokumen dan pencatatan transaksi. 

Setelah inovasi ini diterapkan, terdapat peningkatan signifikan dalam kecepatan dan 

akurasi pengelolaan data. Hal itu tercermin dari rata-rata kecepatan berkas santunan yang 

saat ini dapat diselesaikan hanya dalam 12 menit 23 detik.  

Pengembangan Human Resource Information System (HRIS) 

Sejalan dengan peran strategisnya sebagai perusahaan asuransi sosial, Jasa Raharja 

berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan 

jumlah pegawai mencapai 1.810 orang yang tersebar di berbagai daerah, pengelolaan SDM 

secara manual dinilai tidak efisien dan memiliki risiko human error yang cukup besar.  

Tantangan utama dalam integrasi data publik adalah perbedaan standar pengelolaan 

data antar instansi yang sering menyebabkan ketidaksesuaian data. 

Rekomendasi dari penelitian ini yakni pengembangan infrastruktur teknologi yang 

mendukung integrasi data publik dan pengembangan HRIS, pelatihan pegawai dan 

penguatan regulasi perlindungan data bagi para karyawan.  

Sebelum implementasi HRIS, pengelolaan SDM di Jasa Raharja dilakukan secara 

manual, yang menyebabkan inefisiensi dan risiko kesalahan yang tinggi. Setelah adanya 

HRIS, terjadi peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data pegawai, penggajian, dan 



Copyright @ Rivan Achmad Purwantono 

administrasi karier. Implementasi HRIS di Jasa Raharja telah memungkinkan pengelolaan 

SDM yang lebih efisien dan akurat.  

Inovasi Digital 

Jasa Raharja, BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial, merespons tantangan ini 

dengan mengembangkan Sistem Inovasi Aplikasi Persuratan (SIAP-JR). Sistem ini 

meningkatkan efisiensi pengelolaan surat-menyurat dan administrasi pengajuan santunan, 

serta menghadirkan keamanan siber untuk melindungi dari risiko digital. Diluncurkan pada 

2019, SIAP-JR memungkinkan akses digital oleh pegawai melalui berbagai perangkat, 

menjadikannya "meja kerja digital". Sistem ini mengelola surat masuk dan keluar, serta 

memfasilitasi pengiriman berkas pengajuan santunan dari berbagai daerah. 

Tantangan utama dalam pengembangan HRIS adalah kebutuhan untuk 

mengintegrasikan berbagai sistem yang sudah ada dan mengatasi perbedaan standar 

pengelolaan data. 

Payung hukum yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan penerapan inovasi digital 

di Jasa Raharja, seperti HRIS dan SIAP-JR, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mendorong penerapan 

standar keamanan tinggi, seperti autentikasi berlapis dan enkripsi data. 

Dengan SIAP-JR, pengelolaan administrasi menjadi lebih efisien dan akurat karena 

didukung oleh sistem digital yang memungkinkan proses secara real-time. Proses yang 

sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan menit, 

meningkatkan produktivitas pegawai dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Transformasi digital holistik yang dijalankan oleh Jasa Raharja merupakan bentuk 

reformasi strategis dalam menghadapi dinamika era digital dan kebutuhan masyarakat 

yang semakin kompleks. Penerapan sistem ERP, HRIS, SMDD, serta integrasi database 

kendaraan nasional berbasis big data dan blockchain telah mendorong efisiensi tata 

kelola, transparansi informasi, serta percepatan proses layanan, termasuk dalam hal klaim 

asuransi dan pengelolaan data kecelakaan. Inovasi teknologi seperti SIAP-JR dan sistem 

integratif DASI-JR, IRSMS, serta DORS mampu memangkas waktu layanan dari skala 

harian menjadi hanya hitungan menit, serta meningkatkan kepatuhan pajak dari 39% 

menjadi 53,63%. Digitalisasi ini memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong 
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partisipasi publik, serta meningkatkan akuntabilitas negara dalam memberikan 

perlindungan sosial. Tantangan berupa disparitas standar data antarinstansi, keterbatasan 

infrastruktur digital, dan kesiapan sumber daya manusia menjadi aspek krusial yang perlu 

ditangani melalui kebijakan sistemik dan investasi berkelanjutan. Dengan demikian, 

pendekatan transformasi digital yang sistematis, kolaboratif, dan inklusif menjadi fondasi 

utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, tanggap data, dan berkeadilan 

sosial. 
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